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ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU
MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai)

Aidil Apdani Hasibuan *
Sumarno, SH., M.H **
Syahranuddin, SH., M.H **

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak korban sering
mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang
membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena itu maka pemerintah
memberikan perlindungan terhadap anak yang diimplementasikan dalam peraturan
perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan Anak. Ada
tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Klasifikasi Anak
Yang Dapat Diberikan Perlindungan, Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan
Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak
Pidana, dan Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada
Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

Hasil penelitian adapun Kklasifikasi mengenai tiga golongan anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi tindak pidana.
Hambatan Kepolisian Polres Binjai dalam pelayanan dan perlindungan khusus
kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana
ialah dari faktor masyarakat, penegak hukum. dalam konteks perlindungan terhadap
Anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif untuk meminalisir
kesempatan para pelajar melakukan tindak kejahatan dengan cara penyuluhan atau
bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif
untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kejahatan dan dengan
pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan
perkara anak.

Sebaiknya aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami hambatan,
sehingga dengan upaya kepolisian yang lebih efektif untuk mencegah agar kasus-
kasus kejahatan yang dilakukan anak tidak bertambah.

Kata Kunci : Kepolisian, Pelayanan, Perlindungan, Anak, Pelaku, Korban dan
Tindak Pidana

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu Hukum Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing | dan Il Fakultas Sosial Sains Program Studi lImu Hukum Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan
konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap
hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai
ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,

perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan



memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan
dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama
manusia. Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa.
Fakta-fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah
permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, akibat
melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban tindak pidana.

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat
meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam
lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap
warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan
kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan
oleh anak bisa berkurang. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya
disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh
DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep restorative justice. Pada Pasal 1
angka 6 (enam) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut
menyebutkan tentang restorative justice, sebagai berikut. Keadilan restoratif adalah

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga



pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan.?

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana
Anak, pada Pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa sistem Peradilan Pidana Anak
wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Oleh karena itu pihak Kepolisian
Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil
tindakan apabila seorang anak dinyatakan melakukan tindak pidana. Didalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah

! Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 10.
2 M.Ridwan, Pengantar Hukum Indonesia, Lintas Umum Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66.



mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 13 tentang tugas Kepolisian “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat”.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang, maka peran
kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini Polisi
sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok
dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik
dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang
mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian
memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam
bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai
tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya
keamanan dalam negeri.?

Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada
dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat. Beberapa jenis tindak pidana kekerasan yang kerap
dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat
diantaranya, kejahatan, kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, pencurian

disertai kekerasan dan penganiayaan baik ringan maupun berat. Jika dilihat dari

3 Awaloedin Djamin, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan (Dulu, Kini, dan Esok),
PTIK Press, Jakarta, 2009, hal 169.



berbagai macam kekerasan yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat
khususnya kota Binjai yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari
tindakan kekerasan, maka terlepas dari pentingnya peranan kepolisian, masyarakat
secara umum juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam hal tersebut, baik
yang berkecimpung dalam suatu organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga
lembaga daerah seperti dinas pendidikan. *

Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan
masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban
masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun
pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri”.

Contoh kasusnya yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjali,
kejahatan pembegalan ini terjadi ketika seorang anak sebagai pelaku yang masih
berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Zupiter Zahulu dengan rekannya
seorang lelaki berusia 30 (Tiga puluh) tahun yang bernama Suherman melakukan

pembegalan terhadap seorang tukang becak. Kejahatan ini terjadi di jalan Sei Limbat

4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 33.



Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017.
Kejahatan menyebabkan seorang korban bernama Ade Irawan usia 45 (empat puluh
lima) tahun meninggal dunia dan membawa 1 unit becak bermotor Honda supra, 1
unit handphone nokia warna hitam beserta dompet yang berisikan 1 lembar STNK
asli , 1 lembar KTP asli atas nama Ade Irawan dan uang tunai Rp.230.000.00, (dua
ratus tiga puluh ribu rupiah). Keesokan harinya korban tersebut di temukan telah
meninggal dunia oleh masyarakat di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten
Langkat. Anak sebagai pelaku di hukum dengan penjara 9 tahun.®

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus Anak yang Berkonflik
dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 terdapat
setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 6.704 kasus.
Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani seacara baik dan
sesuai dengan kebijakan perlindungan anak.

Yang mengkhawatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan
berakhir secara formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti hanya sekitar 10
persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah 7 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Bnj 5 diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan
anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan

Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun

> Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui
https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_KASUS_PEMBEGALAN_DALAM_PERSPEKTIF_
KRIMNOLOGI_PENDAHULUAN. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 19.30 WIB.



2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus,
meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus.®

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN

TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di
buat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan?
2. Apakah Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus
Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana?
3. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus

Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan

Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

6 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui
https://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/.
Diakses Tgl 16 Januari 2021, pukul 19.30 Wib.



3. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan

Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program
pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan
wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak
hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Pelayanan Dan
Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak
Pidana (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti
bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara

lain:



1. Skripsi oleh Miftahur Rohman Amrullah, NPM: 223101012, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas IAIN Purwokerto. Dengan judul penelitian
Skripsi “Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan
Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas”. Penelitian dilakukan tahun
2016, dengan rumusan masalah sebagai berikut:’

1) Bagaimanakah peran perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam
menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas?

2) Upaya perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak
yang berkasus hukum di Polres Banyumas?

Yang membedakan dengan penelitian Miftahur Rohman Amrullah adalah
bahwa penelitian Miftahur Rohman Amrullah membahas tentang Peran
Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus
Hukum Di Polres Banyumas, kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1) Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan
terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan
penegakan hukum terhadap pelakunya. Anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,

7 Miftahur Rohman Amrullah, Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam
Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas, Universitas IAIN Purwokerto, 2016, hal. 30.
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dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selama
tahun 2015, terdapat 9 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan
yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 4 kasus. Selama tahun 2016,
terdapat 3 kasus dan semuanya diselesaikan melalui diversi sebanyak 3
kasus. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu:
a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan
merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana
oleh dan terhadap anak secara garis besar yaitu dengan mencabut perkara
baik dari pihak korban maupun tersangka dengan melalui musyawarah
yang meliputi pra pertemuan dan menjalankan musyawarah (conference).
2) PPA dalam penanganan anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas
berperan sebagai orang tua pengganti, memberikan pembelaan dan
memberikan bimbingan selama proses berlangsung. Hal itu dilakukan
supaya dapat melindungi anak dari hal-hal yang diinginkan baik
menyangkut masalah psikologis maupun fisik. &
2. Skripsi oleh Boni Satrio Simarmata, NPM: 110510670, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul penelitian Skripsi

“Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai

8 Miftahur Rohman Amrullah, Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam
Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas, Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu
Hukum Universitas IAIN, Purwokerto, 2016, diakses dari
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3394/1/COVER_BAB%20l_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTA
KA.pdf pada tanggal 6 juli 2020 pukul 14:07 WIB
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Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”. Penelitian dilakukan tahun 2015,

dengan rumusan masalah sebagai berikut:®

1) Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan
terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

2) Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan
pelindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?
Yang membedakan dengan penelitian Boni Satrio Simarmata adalah bahwa

penelitian Boni Satrio Simarmata membahas Upaya Kepolisian Dalam

Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan

Kekerasan Seksual. Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1) Bahwa Polmas sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana ringan
berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor STR/583/VI11/2012 tanggal 8-8-2012 tentang
contoh penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep Restoratif Justice,
yang intinya sebagi pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah
satu wujudnya melalui mediasi.

2) Adapun hambatannya adalah belum terbiasanya proses penyelesaian
melalui mediasi dikalangan penengak hukum dan masyarakat, pelaku tidak
mentaati putusan musyawarah, dan ketidak percayaan masyarakat penegak

hukum.

® Boni Satrio Simarmata, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap
Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hal.
33.
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3. Skripsi oleh Suci Wulandari, NPM: 1210012111017, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan judul penelitian Skripsi ”Peranan
Kepolisian Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kota Padang (Studi Di
Polresta Padang)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah
sebagai berikut:°
1) Bagaimanakah peranan kepolisian dalam penertiban minuman keras di

Kota Padang?

2) Apakah kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam melakukan
penertiban minuman keras di Kota Padang?

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1) Melakukan kegiatan penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat
tentang bahaya minuman keras dan penertiban minuman keras sehingga
masyarakat tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman
keras tersebut. Selain melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin, pihak
kepolisian juga harus mengadakan operasi dan patroli-patroli secara
berskala di daerah yang dicurigai adanya tindak pidana minuman keras
baik pemakaian maupun peredaran minuman keras. Pihak kepolisian harus
tetap mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang
dicurigai tersebut, tujuannya agar tempat yang dicurigai itu tidak menjadi

tempat atau sarang pemakaian maupun peredaran minuman keras.

10 Suci Wulandari, Peranan Kepolisian Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kota Padang
(Studi Di Polresta Padang), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017, HAL. 34.
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2) Faktor Intern yakni penyebab yang berasal dari lingkungan kepolisian itu
sendiri’ Faktor ekstern, yakni faktor penyebab yang berasal dari luar yang

menghambat pelaksanaan tugas pihak kepolisian.

F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang apabila seseorang
melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang
yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Kamus bahasa Indonesia
menyebutkan pengertian peran adalah :

a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah
pemain sandiwara atau pemain utama.

b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia
berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran
juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu yang ditimbulkan oleh
suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan

oleh seseorang yang menepati suatu posisi di dalam status sosial.

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 845.
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Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran
(role). Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu
system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar
dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari
seesorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi
bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.
Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan
hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran
2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di
Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri
mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh
seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi
Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam
kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala
sesuatu yang bertalian dengan Polisi.?

Polisi berasal dari kata Yunani vyaitu Politea yang berarti seluruh

pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi,

12 Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Press, Medan, 2009,
hal. 121.
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yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan
agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi
adalah:

a. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

umum.

b. Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga

keamanan).

Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama
untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut
Steinmezt bahwa untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa
peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi
nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat
beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk
melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan Peraturan-
Peraturan yang diadakan oleh pemerintah.

Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi. Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan

dari pemerintahan.
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang
pemeliharaan kamtibnas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum,
terselengaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.*?

Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan
kepolisian yang berlandaskan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-
Undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif,
dan pre-emtif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas
dan wewenangnya selalu mengutamakan asas legalitas, hal ini dilakukan dalam
rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan pre-emtif adalah
dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas
preventif, asas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta
masyarakat dalam melaksanakan tugasnya), dan asas subsidair (asas yang

mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang

13 Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem
Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), CV. Utomo, Bandung, 2009, hal. 153.
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berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada
instansi yang berwenang).**

Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam
bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat.
3. Pengertian Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena
anak adalah bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada
yang disebut dengan remaja dan dewasa. Menurut Shanty Dellyana yang
dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa
karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).*®

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu
dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut
hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya,
sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.®

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadi kita harus bersifat
responsif dan progresif dalam menata Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangangan yang

berlaku di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

14 Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu
Agung, Jakarta, 2009, hal. 65.

15 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberti, Yogyakarta, 2009, hal. 50.

16 Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana dan Perlindungan Anak, Universitas Negeri Malang,
Malang, 2009, hal. 6.
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Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila tersebut demi
kepentingannya”.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang

Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak yang telah dikemukakan diatas, dapat penulis simpulkan
bahwa Undang-Undang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18
tahun (delapan belas), temasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak yang
masih berada dalam kandungan sudah dianggap sebagai anak yang memiliki hal
untuk hidup karena anak merupakan karuni terbesar bagi keluarga agama,

bangsa, dan negara serta penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.
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Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, karena
anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan
bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan
dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologisnya.
Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik
antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut,
yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan
kesejahteraan anak.

4. Pengertian Korban

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumya orang tidak
dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa adanya korban. Dimana terjadinya
kejahatan disitu muncul korban. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan
korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam konteks kejahatan dan hubungannya dengan pelaku, korban memiliki
hak dan kewajiban tertentu, hak dan kewajiban korban sebagai berikut:

a. Hak korban:

a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian,
naungan dan sebagainya).
b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum,

pembela).
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Mendapat kembali hak miliknya.

. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya.
Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau

menjadi saksi.

. Memperoleh ganti rugi kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak

pelaku atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan
kesejahtraan yang bersangkutan.
Menolak ganti kerugian demi kepentingan korban.

Menggunakan upaya hukum (Rechmiddelen).

b. Kewajiban korban:

a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main

hakim sendiri).

Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih
banyak lagi.

Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang

lain. Ikut serta membina pembuat korban.

. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban

lagi.t’

17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembang Penyusunan
Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2009, hal. 48.
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5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda
“strafbar feit” atau “Delict” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh
peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang
melanggarnya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana”
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut
Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :8

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan
erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan
orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian
yang ditimbulkan olehnya”. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan

Bwirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta,
20009, hal. 59.
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pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana,
perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam
ketentuan Undang-Undang.*®
Jadi istilah Strafbarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan
yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing (latin) disebut delict
yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman
(Pidana). Perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:
Suatu pelanggaran norma (gabungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertrending
(verstoring der rechtsorde) Pompe. waaran overtreder schuld heft en waarvan
de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging
van het algemeen welzjin. Memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang
ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana menolak istilah peristiwa
pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya
menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.
Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang orang mati
karena perbuatan orang lain. Moeljatno sendiri memakai istilah “Perbuatan

Pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” kata tindak lebih

1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar
Grafika,Jakarta, 2010, hal. 347.
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sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan
pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan hal yang
konkrit.2°

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit
dibedakan menjadi :

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam
pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam
bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam
bahasa belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia
arti delik diberi batasan yaitu “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.

Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan Undang-Undang dengan
menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai ‘“Perbuatan

133.

20 Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.
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yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.?!

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana
adalah sebagai “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-
jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.??

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak
pidana sebagai berikut “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu
dan keadaaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan
dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)”. Begitu
berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga
umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi
sekarang.

Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai “Suatu
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. Hal serupa dikemukakan Indriyanto

Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai “Perbuatan seseorang yang

ZLAdami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, hal. 75.

22Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM
Press, Malang, 2009, hal. 105.
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diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan
dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”. 23

Sementara menurut Moeljatno dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat
diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana
perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-
Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. 2*

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar
pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (Principle of Legality). Asas
legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
Peraturan Perundang-Undangan.

Asas ini dikenal dengan Adagium yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine
Praevia Lege Poenali yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada

hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya. Adagium Nullum Delictum

Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang

23 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama,
Bandung, 2011, hal. 98.

2 Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana
Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni,
Bandung, 2009, hal. 22.
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sarjana hukum pidana Jerman Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung
tiga unsur, yaitu : %
c. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu
belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;
d. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi, dan

e. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.?

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakam cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan
jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat
tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan
bertujan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan
gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.?’

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai

gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi

%5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 59.

% |smu Gunadi, Jonaidi Efendi dkk, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 39.

27 Elisabeth Nurhani Butarbutar, Metode Penelitian Hukum : Lankah-Langkah Untuk
Menemukan Kebenaran Dalam IImu Hukum, Medan, 2018, hal.68.
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berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif
seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga
hipotesa-hipotesa.?

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Empiris, dalam
penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data
sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan
wawancara.

3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara
menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi Peran Kepolisian
Dalam Melakukan Tindakan Represif Terbatas Terhadap Tindak Pidana
Ringan (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai).

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian.
Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung
dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (interview guide)

berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan

28 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015,
hal.47.
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responden. 2 Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-
Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan
masalah.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang—
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum
sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis
dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan
pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis
dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data

berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya

2 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
2014, hal. 68.



29

dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi

dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.3°

H. Sistematika Penulisan

Bab | berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 11 berisi Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan terdiri dari
Jenis Dan Penggolongan Anak, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tndak
Pidana, dan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Bab Il berisi Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan
Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana terdiri
dari Faktor Eksternal, Faktor Internal, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

Bab 1V berisi Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus
Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana terdiri dari Upaya
Preventif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik
Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana, Upaya Represif Kepolisian Dalam
Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun

Korban Tindak Pidana dan Upaya Pre-emtif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan

30 Munir Fuadi, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafido
Persada, Jakarta, 2018, hal.220
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Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak
Pidana.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB Il

KLASIFIKASI ANAK YANG DAPAT DIBERIKAN
PERLINDUNGAN

A. Jenis Dan Penggolongan Anak

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 anka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang berumur 12-37 18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu
tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dinyatakan bahwa anak yang
melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak
belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem
peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orangtua nya.

2. Anak berusia 12-14 tahun seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang
melakukan tindak pidana dapat diajukan kedepan persidangan, namun anak
dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia
ini hanya diberikan tindakan dikembelakian kepada orangtua atau
dikembalikan kepada panti sosial.

3. Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat

bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang di

31
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kategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman
penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun

tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu

tindak pidana dalam tiga golongan:

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Anak

yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12
tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang

berkonflik dengan hukum.

. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU

SPPA). Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan
serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal
ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.

anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang belum berusia 18 tahun
dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan
penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan
dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikatagorikan sebagai anak yang

menjadi saksi tindak pidana.3!

14-15.

31R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.
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Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga
dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana
karena:®?

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan
orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa
pelanggaran hukum. Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari
ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana

2. Korban tindak pidana

3. Saksi suatu tindak pidana Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik

dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan
terbukti bersalah melanggar hukum dan memerluikan perlindungan. Kata
konflik itu sendiri berarti meneunjukan adanya suatu peristiwa yang tidak
selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa.

Sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan

karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

32Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku
Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, him. 17
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B. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan
Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
harkat dan martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban
anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi
menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada
Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1)
menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain hak-hak
tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan

medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
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C. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak pelaku Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian
dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak
dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus
mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan
sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni
pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi.*

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan

Restoratif.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

33Febrina Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana
Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, Jurnal llmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul
Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 20.45 WIB.
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1. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini;

2. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan

3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan,dan/atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.

c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum,
proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang
berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta
perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan

restoratif yang dikenal adanya proses diversi.
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Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak
pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban
untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa
ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan
hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang
melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari
solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian
perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.®*

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.?® Berdasarkan pada hukum internasional anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak
pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana diaman anak tersebut
berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai

dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya

34Gri Sutatiek, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, CV Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hal.
49.
%Gatjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 53.
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mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah
perbuatan tersebut terulang kembali.®

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat
diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak
merupakan salah satu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum
menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak
merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan
mentalnya.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: ‘“Pemerintah dan lembaga Negara
lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas da terisolasi,
anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat
adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyadang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan

dengan hukum. Padangan setiap orang ketika mendengan anak yang berhadapan

%6 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress
Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 24.
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dengan hukum seolah terkoptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak
pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo
Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa:
“perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud
pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidana. Konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seorang anak yang
melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya.
Adapun prinsipprinsip perlindungan menurut Irwanto:%’

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri anak adalah modal utama kelangsungan
hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (the best interst of the child). Perinsip ini
menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of
paramount importence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan
yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur kehidupan (Life-Circle Approach). Perlindungan anak
mengacu pada pemahahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini
dan terus menerus.

d. Lintas sektoral nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro

maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

37 Irwanto, Analisis Konsep  Perlindungan Anak Dan  Implemntasinya,
http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPL
EMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.30 WIB.
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Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani
Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukumyang terdapat
dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat
kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam
pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi hak-hak anak
sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban
melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.3®

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang
berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa:
“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau
dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan
perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan
anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan
mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan
menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa
Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal
37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang

kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau

3%8Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 38.
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perampasan kebebasan terhadap anak. Dalam upaya memberikan perlindungan
terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Masalah perlindungan
hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk
pelaku tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum.

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan
sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai
upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan
secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,

kecuali demi kepentingannya.
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6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum
atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang
berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.3®
Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap anak maka menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara.
Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada
anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua,
wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau
organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.*® Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak ada beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang

berhadapan dengan hukum :

39M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11.
“0Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2009, hal.
133.
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1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

2. Pasal 1 angka 15 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa
dalam tumbuh kembangnya.

3. Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan
berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak
meliputi:

1) Non diskriminasi

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4) Penghargaan terhadap pendapat anak

4. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 49 martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
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5. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan
Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1) Anak dalam situasi darurat;

2) Anak yang berhadapan dengan hukum;

3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

6) Anak yang menjadi korban pornografi;

7) Anak dengan HIV/AIDS;

8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

10)  Anak korban kejahatan seksual;

11)  Anak korban jaringan terorisme;

12) Anak Penyandang Disabilitas;

13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan

kondisi Orang Tuanya.
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6. Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

2) pemisahan dari orang dewasa;

3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;

5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum;*

9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh

Anak;

11) pemberian advokasi sosial;

12) pemberian kehidupan pribadi;

13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

14) pemberian pendidikan;

“\Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal.109.
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15) pemberian pelayanan kesehatan; dan
16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Maka dari itu perlindungan terhadap anak diperlukan untuk

menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.*?

42Widodo, 2011, Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya, CV. Aswaja
Pressindo, Yogyakarta, hal.110.



BAB 1

HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI
PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Faktor Eksternal

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara
masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi,
respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap
kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat
bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh
pembagian kerja yang tersusun kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern
dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis yang ditetapkan secara rasional.
Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu
pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.*?

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda Politie yang mengambil dari Bahasa
latin Politia berasal dari Yunani Politeia yang berarti warga kota atau pemerintah
kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi
warga negara dari kota Athena”. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi
“kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” oleh karena pada zaman itu

kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polisi, maka

43M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 102,
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politeia atau polisi diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk
kegiatan keagamaan.**

Polisi dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga kepentingan
masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan
tertegaknya hukum. Dimana pelaksanaan kasus anak yang melakukan tindak pidana
khususnya Polres Binjai. Dalam kasus ini terdapat hambatan dikarenakan masyarakat
langsung cepat melapor adanya korban dan masyarakat tidak mempunyai rasa
respontif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, takut dijadikan saksi.
Berdasarkan tersebut bahwa masyarakat masih kurang kepercayaan terhadap Polri
dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga tidak tercipta kerja sama antara
masyarakat dengan kepolisian di wilayah kota Binjai dalam hal pemberian informasi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya
kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai disebabkan oleh faktor ekonomi.
Kejahatan yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak
yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya
itu masalah ini bias juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat
misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Kejahatan yang dilakukan oleh anak
sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak
sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan

membahayakan kehidupan masyarakat misalnya, rusaknya moral, hukum, dan agama.

4http://id.wikipedia.org/wiki/polisi. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 19.35 WIB.
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Hambatan Kepolisian dalam faktor eksternal :*°

1. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat
dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh
karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau
tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat Medan yang
lebih  memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial
merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus
ditangani oleh penyidik.

2. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub
system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem
dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum
adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat,
murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi hulp magistraat.
Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik
dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial
dan tendensius.

3. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang
penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan
keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum

mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan

4545\Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22
Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.



49

informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan
adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum”
dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan
dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat
kurang simpatik.

. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif
juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka
kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi
penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi
secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi
tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan
dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan
waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu
sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan. e.
Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam
peneyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal
ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan
pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa
pada kasus kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya

hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.
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B. Faktor Internal

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang
didalamnya terdapat Pasal yang secara implicit relevan dengan adanya tindakan
kepolisian untuk melakukan diversi melalui kewenangan diskresi kepolisian yaitu
Pasal 16 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Peraturan
Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standart Operasional Prosedur
Penanganan Anak Yang Berhadapan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal
telah merumuskan bahwa penyidik yang dapat diangkat menjadi penyidik anak
adalah penyidik yang telah memiliki khususan penanganan kasus yang melibatkan
anak.

Penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan
berdasarkan Peraturan Kabareskrim, belum secara efektif dilaksanakan sehingga pada
pelaksanaan kegiatan penanganaan kasus terhadap anak belum sepenuhnya
memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari masyarakat yang sangat erat
kaitannya dengan kemampuan penyidik dalam menangani suatu kasus dan belum
adanya standar pengukuran akuntabilitas dan transfaransi untuk meminimalisir public
compline melalui Penerapan Restorative Justice. Adapun kualitas dan kemampuan
penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana anak dapat digambarkan sebagai

berikut:
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1. masih banyak penyidik yang belum menguasai/memahami peraturan
perundang-undangan terkait anak dengan tindak pidana yang ditangani,
sistem pemidanaan sehingga banyak menimbulkan compline dari
masyarakat atas penanganan perkara anak terutama terhadap anak yang
bermasalah dengan hukum dan anak sebagai korban kejahatan.

2. masih ditemukan penyidik yang menangani perkara anak yang bermasalah
dengan hukum memperlakukan anak seperti orang yang telah dewasa
sehingga mempersangkakan tersangka dengan menerapkan konsep sistem
pemidanaan retributif dan masih belum maksimalnya penanganan perkara
anak  dengan  menerapkan  restorative  justice  mulai  dari
penerimaan/pembuatan Laporan Polisi (LP ) di SPK. Pendistribusian LP
kepada penyidik. Penyampaian Surat Panggilan. Proses pemeriksaan dan
penindakan untuk penyidikan.®

3. restorative justice dalam proses penegakan hukum belum berjalan dan
bukan menjadi sasaran prioritas penyidik di Satuan Reserse Kriminal
Polres Binjai.

4. penyidik belum memahami secara benar-benar terhadap prinsip restorative
justice dalam penerapan penegakan hukum, sehingga kinerja penyidik
masih cenderung menampilkan Kinerja paradigma lama atau konvensional.

5. penyidik yang sudah melakukan pendidikan kejuruan terkait penanganan

anak masih belum memadai.

46paulus, Hadisuprapto, 2009, Delinkuensi Anak, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 68.
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6. dalam menangani suatu perkara tindak pidana anak masih dirasakan
kurangnya koordinasi dengan pihak Criminal Justice System atau instansi
terkait lainnya.

7. keseriusan dalam penanganan perkara anak dengan menerapkan restorative
justice masih lemah.

8. lemahnya pengawasan proses penyidikan terhadap perkara anak. Guna
terwujudnya proses penyidikan yang transparan dalam penerapan
restorative justice pada penanganan perkara anak, maka pengawasan
terhadap proses penyidikan perlu dilakukan baik pengawasan internal oleh
pengawas penyidik atau pimpinan kesatuan dan pengawasan eksternal dari
masyarakat selaku stakeholder.

9. lemahnya sistem informasi manajemen quic wins khususnya terkait SP2HP
untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi kinerja penerapan
restorative justice di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai merupakan
salah satu kendala dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi
penanganan perkara, karena akibat sistem informasi yang lemah dan
terbatas menyebabkan sistem pelaporan akan menjadi terganggu dan tidak
optimal, oleh karena itu akuntabilitas memerlukan sistem informasi yang
memadai, apabila sistem informasi salah maka akan menghasilkan sistem
pelaporan yang tidak akuntabel.

10.  Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggunjawabkan

terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga
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ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat
diselesaiakan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong
semua peneyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara

masyarakat masih mengharapkan dapat selesaikan pada tingkat penyidikan.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

Hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi
penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dibidang pengetahuan hukum,
peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan
taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel
fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan
pendukung,. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada
Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai mengenai anak yang berkonflik dengan
hukum didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan
permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu

meningkatkan profesionalismenya.



BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI
PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Upaya Preventif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus
Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah
kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai. Upaya penanggulangan secara
garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur lewat
nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Sedangkan jalur nonpenal lebih menitik
beratkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum
kejahatan terjadi.*’

Tindakan Preventif (Non-Penal) Tindakan preventif (non-penal) merupakan
tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu
dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga
situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan preventif

kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan

47Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 46.
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ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak
pidana itu sendiri.*®
Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ialah
a) Mengadakan patroli keliling di Kota Binjai. Aparat Polres Binjai senantiasa
melakukan patrol berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi
dengan setiap Polsek yang ada. Terutama dilakukan di tempat-tempat sepi.
Dari sudut pandang kriminoligi, kegiatan patrol yang dilakukan oleh aparat
upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan
kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.
b) Menempatkan personil kepolisian ditempat keramaian yang rawan terjadi
lokasi pencurian atau begal
c) Melakukan pendataan terhadap geng-geng motor yang ada di Kota Binjai.
Menurut teori-teori penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi,
kegiatan sweeping yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Binjai juga
merupakan upaya pencegahan preventif sekaligus upaya represif.
Upaya Pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam
hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana umum yang dilakukan
oleh anak. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana umum

yang dilakukan oleh anak dalam upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan

“8\Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22
Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.
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sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari
tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anak serta memberikan pembinaan kepada

anak yang melakukan tindak pidana.

B. Upaya Represif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus
Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Upaya refresif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak
pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (Law
Enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut bahwa beberapa hal yang
dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana umum yaitu:

a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bersifat berat
maka anak tersebut di masukkan ke rumah tahanan dengan maksud untuk
memberikan efek jera.

b. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah
dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas sosial dan melakukan
langkah-langkah untuk pencegahan, yaitu :

1. Pelayanan fisik dan kesehatan

2. Pelayanan mental spiritual dan psikososial

3. Pelayanan pendidikan

4. Bimbingan pelatihan keterampilan.

c. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana yang



57

dilakukan oleh anak, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.

Oleh karena itu diperlukan peran anggota keluarga dan masyarakat khususnya

lembaga-lembaga lain seperti dinas pendidikan untuk mendidik, memotivasi,

mengawasi, dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan
tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah
kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai. Upaya penanggulangan secara
garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur lewat
nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa
upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat
represissive (penindasan/ pemberantasan/ dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi.

Tindakan represif (penal) tindakan represif adalah salah satu upaya yang
ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke
jalan yang benar agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Tindakan ini
merupakan rangkain upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah
terjadi. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana seperti ini, pihak
Kepolisian Kepolisian dalam hal ini Polres Binjai melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana tersebut:

a. Penyelidikan
b. Penyidikan

c. Pengumpulan Barang Bukti
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C. Upaya Pre-emtif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus
Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Tindakan Pre-emtif (Antisipasi) tindakan Pre-emtif merupakan salah satu
tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menciptakan kondisi yang
kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang
memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak
pidana. Tindakan Pre-emtif yang dilakukan oleh Polres Binjai, yakni sosialisasi
terhadap pelajar yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan
atas kerjasama dengan sekolah-sekolah.

Bentuknya pun bermacam-macam, biasa dalam bentuk sosialisasi hukum,
seminar, dan dialog, dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar
dikategori sebagai upaya pre-emtif, yang dimaksud dengan upaya pre-emtif adalah
upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak
pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.*®

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha
pre-emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
Mengembangkan Penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku salah satu
informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-

anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan

49Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 129.
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acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat,
menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-
lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut.
Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak
sebagai pelaku antara lain:>
a. Pelaku diberi pendampingan pengacara Peraturan perundang-undangan di
Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan
sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak
hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku
untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang
berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang
bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh
pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam pemeriksaan sidang
pengadila tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai.
b. Selama dalam pemeriksaan pelaku dapat didampingi oleh orang tua
Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

S0\Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22
Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.
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Tahun Total LP
2016 3LP
2017 4 LP
2018 4 LP
2019 5LP
2020 6 LP




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur
secara tegas mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan
hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, menegaskan mengenai golongan anak yang berhadapan dengan
hukum terdiri dari tiga yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai
korban tindak pidana, dan anak sebagai sanksi tidak pidana.

2. Hambatan Kepolisian Binjai dalam pelayanan dan perlindungan khusus
kepada anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana ialah dari
faktor masyarakat, penegak hukum. dalam konteks perlindungan terhadap
Anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Binjai dengan dilakukan tindakan upaya
preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak
kejahatan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah,
lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar
yang telah melakukan kejahatan dan dengan pendekatan restorative justice
membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Tindakan

Pre-emtif (Antisipasi) tindakan Pre-emtif melalui penanaman nilai-nilai,
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norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam

diri seseorang.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk perlindungan hukum untuk anak saat ini harus dipertegas
dengan adanya sistem peradilan pidana anak, sehingga pelaku kejahatan yang
dilakukan oleh anak dapat diproses dengan lebih mendalam sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, diperlukannya penegakkan hukum
yang lebih efektif baik disegala tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
sehingga tidak terjadi residive atau pengulangan tindak pidana.

2. Sebaiknya upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi pelibatan dan
peran penting masyarakat dalam melindungi anak dilakukan secara lebih
berkesinambungan.

3. Sebaiknya Kepolisian Polres Binjai agar memberikan pengayoman dengan
cara pendekatan terhadap anak-anak di lingkungan Kota Binjai agar tidak
melakukan perbuatan tindak pidana dalam berbagai bentuk apapun dan
memberikan penjelasan tentang dampak dan kerugiaan dari bentuk pidana
yang akan menjerat para pelaku. Kepolisian Polres Binjai harus sering
melakukan patroli tidak hanya pada saat tertentu seperti menjelang perayaan
tahun baru, menyambut bulan suci ramadhan, menyambut perayaan natal dan

hari-hari besar lainnya. Tetapi harus melakukan patroli secara rutin.
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